LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006

NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dimana didalamnya mengatur
tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, sejalan dengan Pasal 42
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 banhwa pengaturan lebih lanjut mengenai
Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa
agar mampu menggerakkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan, dan
penyelenggaraan Administrasi Desa, Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan
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Mengingat

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa.

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4071);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4422);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah);
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Menetapkan

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4857);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
4588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerabh;

c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

f. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk Pengeloaan Sumber Daya Alam, dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat pemukiman Pedesaan, pelayanan jasa
Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang
ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

j. Kalangan Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan
perbuatan-perbuatan yang lazim ditaati atau dilakukan sejak dahuku kala
secara turun temurun;

k. Kalangan Agama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan
perbuatan-perbuatan yang sesuai Agama dianutnya dan menjadi panutan oleh
masyarakat;
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Kalangan Organisasi Sosial Politik adalah kesatuan masyarakat tertentu yang
tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis
kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajiban bersama
serta berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat;

. Kalangan Golongan Profesi adalah kesatuan masyarakat tertentu yang
tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis
kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya
menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan
atau kejujuran tertentu;

Kalangan Unsur Pemuka Masyarakat adalah kalangan pimpinan / tokoh dari
unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh serta
diteladani sifat-sifat baiknya.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Pertama

kedudukan

Pasal 2

(1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;

(2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dan Pemerintah Desa;

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenag

Pasal 3
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